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Menurut ketentuan peraturan perundangan, kewenangan dalam melaksanakan 

urusan di bidang pertanahan dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional 

dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional  

sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan 

Presiden Nomor 47 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Terbentuk 

Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

dalam salah satu pasalnya megnatur kelembagaan Bank Tanah dimana 

pengertian dari Bank Tanah itu sendiri adalah Badan khusus yang mengelola 

tanah, dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, 

pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah, kemudian diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah, Badan bank 

Tanah diberi kewenangan khusus untuk menjamin ketersedian tanah untuk 

kepentingan umum, kepentingan social kepentingan pembangunan nasional, 

pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan reforma agraria di masa lalu yang 

memberikan manfaat di masa yang akan datang. Dikuatkan lagi dengan 

dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Mengenai Tugas 

Dan Fungsi Serta Kewenangan Lembaga Bank Tanah. 

Melihat hal yang demikian maka Penulis mencoba melihat apakah terdapat 

kesamaan tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional dengan Lembaga Bank Tanah, dimana tupoksi kedua 

Lembaga hampir sama satu dengan yang lainnya. Dari segi kewenangannya 

siapa yang berwenang dalam pelaksanaan pertanahan. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif    dengan penekanan pada 

hukum tata negara khususnya kewenangan kelembagaan Kementerian Agraria 

dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Bank Tanah dalam 

hukum pertanahan, khususnya apakah terdapat benturan kepentingan diantara 

Lembaga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Badan Bank Tanah dimana 

keduanya mengatur perencanaan, pemanfaatan dan peruntukan tanah guna 

kepentingan umum? Kemudian bagaimana kedudukan Bank Tanah dalam 

Struktur Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

Dengan demikian akan dideskripsikan isi, substansi atau materi perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud. 

 



 x 

Konsep bank tanah pada dasarnya menghimpun tanah dari masyarakat 

terutama yang ditelantarkan dan tanah negara yang belum digunakan, 

kemudian tanah-tanah itu dihimpun, dikembangkan dan di distribusikan 

kembali sesuai rencana penggunaan tanah. Jadi bank tanah juga merupakan 

sarana manajemen tanah dalam rangka pemanfaatan dan penggunaan tanah 

agar lebih produktif dengan cara memperoleh tanah sebelum adanya 

kebutuhan, sehingga harga tanah masih murah. Dengan demikian bank tanah 

adalah akuisisi tanah (pengadaan tanah) secara sistematis terhadap tanah yang 

belum dikembangkan, tanah terlantar atau yang ditinggalkan kosong dan 

dianggap memiliki potensi untuk pengembangan. Pengadaan tanah oleh 

pemerintah yang dilakukan bank tanah diadakan untuk penggunaan masa 

depan dan dalam rangka menerapkan kebijakan tanah publik.  

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN berfungsi sebagai regulator dan 

manager. Tapi selama ini fungsi manager tidak berjalan karena tidak memiliki 

tanah yang bisa digunakan untuk kepentingan umum. Karena itu, Bank Tanah 

sangat dibutuhkan dan tujuannya, antara lain untuk memfasilitasi investasi, 

kepentingan umum seperti taman, perumahan rakyat, dan reforma agraria.  

Kedudukan Bank tanah dalam konstelasi Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/BPN adalah sebagai Land Manager yang pada mulanya adalah 

wewenang Lembaga Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN, dimana 

tugas dan fungsi Kementerian semula adalah sebagai “Land Regulator” dan 

“Land Manager”, sebagian kewenangan dilimpahkan kepada Bank Tanah 

dalam rangka percepatan dalam hal pengadaan tanah, menyangkut kepentingan 

umum. 

 

Meskipun demikian Penulis berpendapat berdasarkan kewenangan masing-

masing Lembaga, baik Kementerian Agraria Dan Tata Ruang maupun Bank 

Tanah, seharusnya dalam hal personel keanggotaannya masing-masing 

terpisah satu sama lain, sementara ini walaupun telah diterbitkan Peraturan 

Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Kelembagaan Bank 

Tanah, tetapi unsur-unsur Kementerian Agraria Dan Tata Ruang masih 

dominan di kelembagaan Bank Tanah dimaksud. 
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ABSTRAK 

 

Sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yakni Bumi air dan 

Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negra dan dipergunakan 

untuk sebesar-besarnya kemamuran rakyat Indonesia.  Dalam pengaturan di 

bidang pertanahan oleh pemerintah diserahkan kepada lembaga yang berwenang 

yaitu Badan Pertanahan Nasional, dimana pada tahun 1988 merupakan tonggak 

bersejarah dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang 

Badan Pertanahan Nasional.   Hal ini sejalan dengan meningkatnya 

pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi politik Orde 

Baru, kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Persoalan yang dihadapi 

Direktorat Jenderal Agraria bertambah berat dan rumit. Untuk mengatasi 

masalah tersebut status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi 

Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan nama Badan Pertanahan 

Nasional. Dengan lahirnya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tersebut 

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Lembaga dimaksud bertransformasi menjadi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

   

Lahirnya Lembaga bank Tanah di Indonesia ditandai dengan diundangkannya 

Undang-Undang Cipta Kerja yaitu undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, 

dimana ketentuan pasalnya mengamanatkan tentang Lembaga bank Tanah, 

Kemudian Peraturan Pemerinth Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank 

Tanah Serta Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan 

Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Pada Dasarnya Tugas dan Wewenang 

Badan Bank Tanah adalah menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan 

umum, kepentingan social, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan 

ekonomi, konsolidasi lahan, serta reforma agraria.                                            

Pada dasarnya kewenangan keduanya hampir mirip satu sama lain, karena apa 

yang  menjad tugas dan fungsi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional adalah garis besar dari tugas dan wewenang Lembaga Bank 

Tanah, sehingga perlu dikaji Kembali melalui penelitian bagaimana kewenangan 

masing-masing Lembaga/badan dimaksud, sehingga nantinya dapat 

disimpulkan apakah terdapat tumpang tindih wewenang keduanya. 

 

Kata kunci : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

Badan Bank Tanah, kewenangan. 
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